
3. Undang-Undang ..... /-'2-A 

2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2003 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4345); 

---- 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4342); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pclaksanan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Kampung perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2023; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUPIORI 

2 (dua) lembar Lampiran 

TATA CARA PEMBAGI.Arl DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA 
KAMPUNG YANG BE UMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 

TENT G 
NOMOR 7 •tAHUN 2023 

P:ERATURAN UPATI SUPIORI 

BUPATI UPIORI 
I PAPUA 

I 



10. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42, Tambah.an Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 6322): 

11.Peraturan Menteri Dalam ..... /-3i 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
Tent.ang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pert.anggungjawaban Dana Operasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita. 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Pemerintahan Kampung (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuarigan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126); 

- '.l ·- 



! MEMUTUSKAN: ..... /-4- 

21. Peraturan Bupati Supiori Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Supiori Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Supiori Tahun 2023 Nomor 1). 

1 7. Peraturan Menten Lialam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Telrnis Pe1 gelolaan Keuangan Daerah (Berita. Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 
tentang Batas Dacrah Kabupaten Supiori Dengan Kabupaten 
Biak Numfor Provinsi Papua (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 
2016 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Supiori (Lembarau Daerah Kabupaten Supiori Tahun 
2016 Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 
2023 Nomor 01); 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Ment.eri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 tahun 2015 
ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 6); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaun Keuangan Karnpung (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

13. Peraturan Ment ri Dalarn Negeri Nomor 56 Tahun 2015 
tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1045); 

- 3 - 



~ 13 Anggaran Pendapatan dan ..... /-5- 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Supiori; 
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

urusan pemerintahan yang meminrpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Supiori; 
4. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di 

wilayah Distrik; 
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hale tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kampung; 

7. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung; 
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah 

unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, 
pelaksana teknis lapangan dan msur kewilayahan; 

9. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan kampung; 

10. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan 
bidangnya; 

11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
kampung; 

12. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM 
adalah lembaga yang melal sanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

BADI 
KETENTUAN UMUM 

Patial 1 

PERATURAN BUPATI 'rENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN Rl:NCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
UPATEN SUPIORI TAHUN 2023 

Menetapkan 

MEMu·rusKAN : 
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~ Pasal 4 ..... / -6- 

= 

= ALO SI DANA KAMPUNG 
ALOKASIOASAR 
ALOKASI FOKIV.fOLA 

= 

Ket: 
ADK 
AD 
AF 

ADK=AD+AF 

( 1) Kampung penerima ADK Tahun 2023 berjumlah 38 kampung yang telah 
memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan di Kementerian Dalam 
Negeri; 

(2) Rincian ADK Tahun Anggaran 2023 bagi setiap kampung se-Kabupaten 
Supiori sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Penghitungan rincian ADK setiap kampung sebagaimana dimaksud ayat 
(2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Paaal 3 

( 1) Pemerintah Daerah memberikan ADK kepada kampung dalam mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, 
pemberdayaan masyarakat kampung dan perbaikan layanan dasar 
kampung; 

(2) Pengelolaan ADK merupakan satu kesatuan dari keseluruhan pengelolaan 
keuangan kampung.; 

(3) Pengalokasian ADK dibagi menjadi Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. 

BAB II 
PENGALOKASIAN 

Pasal 2 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut 
APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
kampung; 

14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

15. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah dana yang dialokasikan 
dengan besaran yang sama untuk setiap Kampung; 

16. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah dana yang 
dialokasikan dengan memperhatikan variabel keluarga miskin, luas 
Kampung, jumlah penduduk danlndekas Kesulitan Geografis (IKG); 

17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yangg 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama 
BAMUSKAM. 

- 5 - 



\ 
Pasal 6 ..... /-7- 

(3) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Alokasi Proposional 
bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan atau yang 
dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Supiori yang 
dapat dipertanggungjawabkan 

Z4 

Z3 

Alokasi Formula setiap Kampung 
Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap 
total penduduk Kampung Kabupaten Supiori 

= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung 
terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten 
Supiori 

= Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas 
wilayah Kampung Kabupaten Supiori 

= Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung 
Kabupaten Supiori 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Supiori. 

22 

Keterangan : 
AF Kampung = 
Zl = 

AF Kampung = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)}* AF 
Kab/Kota 

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3), dihitung 
berdasarkan datajum ah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/ a tau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

(2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Pa U 5 

(1) Pengalokasian Alokasi Dasar berdasarkan kebutuhan atas: 
a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan aparat kampung; 
b. Tunjangan Kepala Kampung dan Aparat Kampung; 
c. Jaminan Kesehatan Kepala Karnpung dan Aparat Kampung; 
d. Tunjangan BAMUSKAM, Insentif RW dan RT; 
e. Operasional Perkantoran dan BAMUSKAM; 

(2) Alokasi Dasar dialokasikan secara merata kepada seluruh Kampung 
dihitung sebesar 60°/o (Enam puluh per seratus) dari total ADK 

PaaaJ 4 
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\ Pasal 8 ..... /-8- 

(2) Alokasi Formula yang diterima oleh setiap kampung dapat dipergunakan 
untuk: 
a. Membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan 

memprioritaskan pada kegiatan pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan. 

b. Membiayai bidang pelaksanaan pembangunan yang diprioritaskan 
kepada kegiatan untuk pemenuhan layanan dasar pendidikan, 
kesehatan, air bersih, rumah layak huni, sanitasi serta kegiatan 
perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan energi 
alternatif. 

c. Membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan dengan 
memprioritaskan pada kegiatan perlindungan masyarakat, 
kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan, dan kelembagaan 
masyarakat termasuk lembaga adat. 

d. Membiayai bidang pemberdayaan masyarakat dengan 
memprioritaskan pada kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap 
peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, dan penguatan lembaga 
ekonomi yang bersifat kolektif. 

e. Membiayai bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat. 
f. Menyediakan alokasi penyertaan modal bagi Badan U saha Milik 

Kampung (BUMK). 

(1) Alokasi Dasar yang diterima setiap Kampung dipergunakan untuk: 
a. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Aparat Kampung; 
b. Tunjangan Kepala Kampung dan Aparat Kampung; 
c. Jaminan Kesehatan Kepala Kampung dan Aparat Kampung; 
d. Tunjangan Ketua dan Anggota BAMUSKAM 
e. Insentif Ketua RW dan RT; 
f. Operasional Perkantoran; 
g. Operasional BAMUSKAM. 

BAJ III 
PENGGU AAN 

Paaa1 7 

lPasal 6 
Tata cara pembagian Alokasi Dana kampung yanag terdiri dari Alokasi Dasar 
clan Alokasi Formula akan dijabarkan dalam lampiran I yang Merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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d. Pengadaan Pakaian Dinas ..... /-9~ 

Pa ul9 
(1) Biaya operasional Pemerintahan Kampung merupakan biaya yang 

dipergunakan untuk : 
a. Pengadaan Alat Tulis Kantor. 
b. Biaya perjalanan Dinas Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala 

Kaur, dan Bendahara Kampung. 
c. Pemeliharaan Kendaraan dinas dan/ atau kendaraan dinas yang 

dipergunakan untuk kepentingan Dinas Aparatur Kampung. 

(3) Jaminan kesehatan kepala kampung dan aparat kampung pasal 7 ayat (1) 
huruf c maksimal adalah : 
a. Kepala Kampung : Rp. 175.835/bulan 
b. Sekretaris Kampung : R)). 175. 835/bulan 
c. Kepala urusan/Kepala Seksi : Ru. 175. 835/bulan 

(4) Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Aparat Kampung yang 
berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) baik defenitif maupun Penjabat (Pj) 
hanya dapat menerima salah satu sumber penghasilan, antara penghasilan 
tetap (Siltap) Kampu g atau gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
kecuali tunjangan di dalam APBK terhitung mulai Surat Perintah Mulai 
Tugas (SPMT) yang bersangkutan dikeluarkan. 

(5) Tunjangan penghasilan untuk BANIUSKAM maksimal adalah: 
a. Ketua BAMUSKAM Rp. 2.700.000/bulan 
b. Wakil Ketua BAMUSKAM: Rp. 2.300.000/bulan 
c. Sekretaris BAMUSKAM : Rp. 2.000.000/bulan 
d. Anggota BAMUSKAM : Rp. 1 700.000/bulan 

(6) Insentif untuk Lembaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan 
kampung maksimal adalah: 
a. Ketua RW Rp. 350.000/bulan 
b. Ketua R'l' : Rp. 300.000/hulun 

(2) Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat kampung pasal 7 ayat ( 1) huruf 
b maksimal adalah : 
a. Kepala Kampung : Rp. 2.000.000/bulan 
b. Sekretaris Kampung ASN : Rp. 1.700.000/bulan 
c. Kepala urusan/Kepala Seksi: Rp. 1.400.000/bulan 

( 1) Besaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung 
sesuai pasal 7 ayat (1) huruf a maksimal adalah: 
a. Kepala Kampung : Rp. 2.426.640/bulan 
b. Sekretaris Kampung : Rp. 2.224.420/bulan 
c. Kepala urusan/Kepala Seksi: Rp. 2.022.200/bulan 

Paa&l B 
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(7) Rekomendasi Kepala Distrik ..... I -10\ 

{l) Mekanisme pencairan ADK dari RKUD ke Rekening Kampung dilakukan 
melalui 2 {dua) tahap yaitu: 
a. Tahap I (Pertama) sebesar 60o/o dicairkan pada bulan Maret apabila 

Kampung telah menetapkan APBK Tahun 2023 dan telah 
menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban APBK tahun 2022 

b. Tahap II {Kedua) sebesar 40% dicairkan pada bulan Juli apabila 
Kampung telah menyelesaikan seluruh Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Pertama; 

{2) Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah 
disusun dan ditampung di dalam APBK masing-masing yang telah 
disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang bersangkutan. 

(3) ADK disalurkan kepada Pemerintah Kampung melalui Rekening 
Pemerintah Kampung masing-masing dan merupakan bagian dari 
pendapatan Kampung. 

(4) Pencairan Dana dalam rekening Kas Karnpung ditandatangani oleh Kepala 
Kampung 

(5) Pencairan ADK Tahap I (Pertama) sebagaimana tercantum pada ayat (1) 
huruf a dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada 
Bupati Supiori cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Supiori, dengan persyaratan 
sebagai berikut: 
a. Menyampaikan Peraturan Karnpung tentang APBK Tahun Anggaran 

2023 yang telah dievaluasi oleh Bupati Supiori melalui DPMK/Kepala 
Distrik 

b. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggung 
jawaban Akhir Tahun sebelumnya 

c. Melampirkan hasil telaah oleh Kepala Distrik yang disusun bersama 
dengan tcnaga pendamping karnpung 

6) Pencairan ADK Tahap 11 (Kedua) sebagaimana tercantum pada ayat (1) 
huruf b dilakukan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik; 

BABIV 
PENCAIRAN 

Paaal 10 

(2) Transportasi Kepala Kampung dan Aparat kampung serta BAMUSKAM dari 
kampung ke ibukota distrik dan ke Ibukota Kabupaten dalam rangka 
urusan pemerintahan kampung dapat diberikan penggantian biaya 
transportasi dengan mengacu pa.Ia Peraturan Bupati Supiori tentang 
Standar Satuan Harga Kabupateu Supiori. 

d. Pengadaan Pakaian Dinas 
e. Pemeliharaan 
f. Air, listrik dan telepon 
g. Biaya Operasional BAMUSKAM maksimal: Rp. 10.000.000.- per tahun 
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Agar setiap orang ..... /-11 \ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari sarnpai dengan 
Desember 2023. 

BADV 
PENUTUP 
Pasa113 

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan 
penyaluran ADK ke Kampung. 

(2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK. 
(3) Inspektorat Kabupaten Supiori wujib mengawasi terhadap penggunaan 

ADK. 
(4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK wajib ditindaklanjuti oleh 

DPMK, Kepala Distrik dan Inspektorat. 

Pa al 12 

( 1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK 
kepada Bupati Supiori c.q Kepala DPMK Kabupaten Supiori setiap semester 
tahun berjalan dengan mengetahui Kepala Distrik. 

(2) Dalam hal telaah atas laporan realisasi pelaksanaan APBK yang 
ditembuskan kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka tenaga pendamping kampung harus dilibatkan dalam proses 
terse but. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya. 

BABIV 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

(7) Rekomendasi Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah 
Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi Tahap I kepada Bupati 
Supiori c.q. Kepala DPMK Kabupaten Supiori. 

(8) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan penatausahaan 
keuangan yang bersumber dari ADK secara transparan, partisipatif dan 
akuntabel akan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan dan atau 
pengurangan ADK tahun berikutnya; 

(9) Bagi Kampung yang terbukti menyalahgunakan penggunaan ADK akan 
ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. 
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BUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 07 

RAH KABUPATEN SUPIORI 

Diundangkan di Supiori 
pada tanggal, 27 Maret 2023 

Ditetapkan di Sorendiweri 
yada tanggal, 23 Maret 2023 

b<\. BUPATI SUPl~RIY 

IO \ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Supiori. 

-U 



No. Kecamatan Nam.a Deea Rln -ian ADD Per D...a.t. TAHAPI. 50% TAHAP n, 50% KET 

Ill (1) (3) (4) (5) (6) (1) 

1 Supiori Selatan Fanindi 1,278,J 19 ,000 639,159,500 639,159,500 
2 Supioti Selatan Odon 1, 166,290,765 583, 145,383 583, 145,383 
3 Supion Selatan Binik:i I, 189,0;;t,,000 594,518,000 594,518,000 
4 Supiori Selatan Dldiabolo 1,282,603,000 64 L,301,500 641,301,500 
5 Supiori Selatan Warbefondi l,]53,473,000 576,736,500 576,736,500 
6 Supiori Selatan Awaki 1, 169,499,000 584,749,500 584,749,500 
7 Su pion Se Iatan Maryaidon l, 149,755,76· · 574,877,883 574,877,883 

,.._ 8 Supion Utara Warsa I, 144,808,00u 572,404,000 572,404,000 
9 Su psori Utara Warbor 1,053,239,76;, 526,619,883 526 ,6 19 ,883 
10 Sup10n Utara Kobari .Jaya I ,094,247,76S 54'7,123,883 547,123,883 
11 Sup"'ri Utam Fanjur l, 146,169,000 573,084,500 573,084,500 
12 Supioti Utara Puweri 1,214,870~765 607,435,383 607,435,383 
13 Supiori Timur Yawerma 1,209,569,00U 604,784,500 604,784,500 
14 Supioti Timur \Vombonda 1,22'1 483 000 613741500 613,74.1,500 
15 Suoiori Timur Mar11t'am 112U51075,000 642,537 500 64?.,537 500 
16 Supiori 'l'imur Duber 1 228,763,000 61'1 381,500 614 381,500 
17 Suoioti Timur Sauvaa 1 326 179 000 663,089,500 663,089,500 - 
18 Supiori Timur Wafor I 093,918 000 546 959,000 5'16,959,000 
19 Suniori 'Nmur Borendidori l 3'/'1,906,000 687,453,000 687,453 000 
20 Suoioti 'l'imur War:vesi l ,5.14 91'1 000 757,457 000 757,457,000 
21 Supiori 'l'irnur Syunlo1i l,35G19Ul1000 678 459,000 678,459,000 
22 Suoiori 'I'imur Douwbo 1 121.246 ooo 560 623,000 560,623,000 
23 Suniori 'l'imu1· Okrdori 952 304 605 >f76, 152,303 476, 152 303 
24 Kcpu lauan I\ ruri Rayori l 193 471 683 596 735,844 596,735,8'14 
25 l(epul.auan Arurl Mbrurwandi 1,223 445 68U 611,722.844 611,722,844 
26 Kepulauan /\ruri Manaaonswan 1 049,216 000 524,608,000 524 608 000 
27 Kepulauan Aruri. Won11;kcina 1,409 630 453 704 815.227 704,815 227 
28 Kepulauan Aruri Yarnnaisu 1,070 2•13 oou 535,121.500 535 121 500 
29 Kepulauan /\n.ui Aruri 1,430 318,76!.i 715, 159,383 715 159 383 
30 Kenulauan Aruri lmbirsbari l 0'/2 831 000 536 415,500 536,415,500 
31 Kepulauan Aruri Ineki 1358913 000 679 456 500 679 456,500 
32 Keoulauan Aruri Insumbrei I 126'113881000 632,194 000 632, 194,000 
33 Suniori Barnt Warvoi 1,206 741 OOCJ 603,370,500 603 370 500 
3'1 Su piori Barnt Koirvnlram 1,206 '/20 000 603 360 000 603 360 000 
35 Suniori Barnt Wavori 1,047,090160U 523 545,344 523,!i45 344 - 36 Supiori Barnt Amyuo l 08498~() 542,492 000 5'12 492 000 
37 Supiori Barnt Nanisndi l 2·17 048 001) I 623,524 000 623 524,000 
38 Suuiori Bai-at Maavni 1,150,130,68ll 575,065,344 575,065,344 
39 Supiori Baral Ma pin i.oae. iss.ooo I 542,097,500 542,097,500 

46,832 954,4:, ~ 'l' o ta l 23 416 477,200 23,416 477 200 
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